
a. bahwa karena adanya ketentuan dalam Lampiran Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2019 yang harus disesuaikan yaitu ketentuan tentang 
Petinggi dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, Petinggi 
dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, Tunjangan 
Penjabat Petinggi, Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan Tunjangan Jabatan Petinggi 
dan Perangkat Desa, perlu rnengubah Peraturan Bupati 
dimaksud untuk disesuaikao; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2019; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarao 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAl:IA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

TENTANG 

NOMOR lSTAHUN 2019 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

BUPATl JEPARA 
PROVfNSl JAWA TENGAH 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraruran Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintab Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor l 68, Tambahan Lernbaran Negara Repu bilk Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dart 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Lndonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I l I Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Belita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6ll); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, clan Penerimaa.n Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 rentang Perubahan Atas Peraruran Bupati Jepara Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Penghasilan 1'etap, Tunjangan, dan 
Penerimaan Lain Yang Sab Bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
(Serita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

10. Peratu ran Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28); 

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20); 
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

Diundangkan di Jepara 
padatanggal 22 Maret 2019 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 22 Maret 2019 · 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penernpatarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraruran Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal ll 

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 60), sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraruran Bupati lni. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATlfRAN 
BUPATI JEPARA NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peranrran Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Pedomao Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor 60); 
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a) Sinkronisasi Kebijakan Pemecintah Daerah Kabupaten, kewenangan Desa 
dan RKP Desa, 

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan 
Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus 
selaras dengan arah kebijakan pembanguan Daerah yang telab ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2017-2022. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegraslkan 
program dan kegiatan pernbangunan Daerah dengan pembangunan Desa. 
Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang 
d.itetapkan dengan Peraturan Desa. 

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 harus sinkron dan 
sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa yang sudah ditetapkan dengao 
Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun. Aoggaran 2019. Dimana semua 
jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ada dalam RKP Desa itu 
senctiri harus sudah ada di dalam Peraruran Desa tentang RPJM Desa 
masing-rnasing Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan. 

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 wajib disusun 
berdasarkan Peraruran Desa tentang Penetapan Daftar kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dcsa yang 
telah ditetapkan, berdasarkan Peraruran Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usuJ dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara. 

Secara prinsip, semua jenis kcgiatan yang ada dalam APB Desa 
Tahun Anggaran 2019 adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yakni: 
l. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang pada Bidang 

Penyelenggaraan Pemerinrahan Desa antara Lain: 
l) Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan re tap, 

tunjangan dan operasional pernerintahan Desa. 
2) Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa. 
3) Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipll, 

statistik, dan kearsipan. 
4) Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, 

dan pelaporan. 
5) Sub Bidang penanahan. 

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATl JEPARA 
NOMOR 15 TAHUN 2019 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUAAN 
BUPATI JEPARA NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN . 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

KABUPATEN, DAERAH A. S!NKRONISASI KEBIJAKAN P.Ei\llERlNTAtl 
KEWENANGAN DESA, DAN RKP DESA. 



Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 harus memegang prinsip 
prinsip sebagai berikut: 
1. Sesuai dengan keburuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa 

berdasarkan bidang dan kewenangannya; 
2. Tepat waktu, sesual dengan tahapan dan [adwal yang telah ditetapkan 

dalam peraruran perundang-undangan; 
3. Transparan, untuk memudabkan masyarakat mengetahui dan 

rnendaparkan akses informasi seluas-luaarrva l"l'lntRno APR n,,.,..,. 

B. PRINSTP PENYUSUNAN APB DESA 

6. Pengeluaraan pembiayaan, antara lain: 
l) Pembentukan dana cadangan; dan 
2) Penyerraan modal. 

5. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang 
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
an tara Lain: 
l) Sub Bidang penanggulangan bencana. 
2) Sub Bidang keadaan darurat, 
3) Sub Bidang keadaan mendesak. 

4. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa antara Lain: 
1) Sub Bidang kelautan dan perikanan. 
2) Sub Bidang pertanian dan peternakan. 
3) Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa. 
4) Sub Bidang pemberdayaan perernpuan, perlindungan anak dan 

keluarga. 
5) Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil clan menengah. 
6) Sub Bidang dukungan penanaman modal. 
7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, 

3. Kegiatan-kegiatan yang terdapat daJam Sub Bidang Pada Bidang 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara Lain: 
1) Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat. 
2) Sub Bidang kebudayaan clan kegamaan. 
3) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga. 
4) Sub Bidang kelembagaan masyarakat. 

2. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang Pada Bidang 
Pelaksanaan Pembangunan Desa antara Lain: 
I) Sub Bidang pend.idikan. 
2) Sub Bidang keseharan, 
3) Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 
4) Sub Bidang Kawasan permukiman. 
5) Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup. 
6) Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 
7) Sub Bidang energi dan sumber daya mineral. 
8) Sub Bidang Pariwisata, 



1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operasional Pernerintahan Desa (maksimal 30%) 

Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan Desa dapat digunakan untuk 
kegiatan sebagai berikut: 

a. Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan desa 

Kebijakan yang perlu rnendapar perhatian pemerintab Desa dalam 
penyusunan APB Desa Tabun Anggaran 2019, terkait dengan Bidang, Sub 
Bidang dan Kegiatan adalah sebagal berikut ini: 

1. lndikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 
kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. 
Keberhasilan indikator tersebut dltunjukan dengan pencapaian target 
indlkator pernbangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang 
diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini 
diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas 
penyelenggaraan pernerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kernasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta 
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa. 

2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang 
akan d.icapal yang berwujud kualitas, kuandtas, elisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam bal ini, penyusunan APB Desa 
tahun Anggaran 2019 harus sesuai deugan Bidang, Sub Bidang dan 
Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah 
dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2019. . 

3. Standar saruan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit 
barang/jasa yang berlaku di suatu daerab yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. Dalarn hal ini penyusunan APB Desa Tahun anggaran 
2019 harus berpedoman kepada Peraruran Bupati Jepara tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Jepara tentang 
Standarisasi lndek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan 
Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jepara 
Tahun 2019. 

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran 
berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan 
antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil 
serta manfaat yang diharapkan tennasuk efisiensi dalam pencapalan hasil dan 
keluaran. Prestasi kerja yang dirnaksud adalah berdasarkan pada: 

C. KEBlJAKAN PENYUSUNAN APB DESA 

4. Partisipatif, rnelibatkan peran serta masyarakat; 
5. Memperhatikan asas keadilan dan keparutan; clan 
6. Tidak berternangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang 

undangan yang lebih tlnggi dan Peraturan Desa lainnya. 
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Sub Bidang Adrninistrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 
Pelayanan administrasi umurn dan kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 
Penyusunan /Pendaraan/ Pernutakhlran Profil Desa (profil 
kependudukan dan potensi desa) 
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 
Fasilitasi penyebarluasan lnforrnasi bursa tenaga kerja/ 
penyelenggaraan pelatihan renaga kerja/ pendataan 
penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa 

I 3 91 Penyelenggaraan Arsip Desa 
1 3 92 Pendataan Desa 
1 3 93 Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat 

Desa 

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pernerintahan Desa 
Penyediaan Sarana (aset tetap] Perkantoran/Pemerincahan 
Pemeliharaan Oedung/Prasarana Kantor Desa 
Pernbangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana 
Kantor Desa 
Pernbangunan sarana dan prasarana kantor Desa 
Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa 
PengeloJaan Aset Desa 
Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai 
Desa 
PengeJolaaan Pungutan Desa non administrasi 
Perneliharaan sarana dan prasarana Apararur Desa 

1 1 07 
1 1 90 
1 1 91 

1 1 92 
1 l 93 
l 1 94 
l l 95 

l 96 

l 2 
1 2 OJ 
1 2 02 
l 2 03 

l 2 90 
1 2 91 
1 2 92 
1 2 93 

l 2 94 
1 2 95 

1 3 

l 3 01 

J 3 02 

I 3 03 
1 3 04 

1 3 05 
1 3 90 

1 l 01 Penyediaan Pengnasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi 
l I 02 Penyediaan Pengbasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa 

1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium 
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll) 

l 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 
1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, rnakan-minum], 

perlengkapan perkanloran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, 
listrik/ telpon, dll) 
Penyediaan lnsentiI/Operasional RT/RW 
Operasional Perkantoran 
Pemberian penghargaan puma tugas Petinggi, Perangkat Desa 
dan BPD 
Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi 
Penyediaan Tarnbahan Tunjangan Perangkat Desa 
Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi 
Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 
Penerimaan Lain Petinggi dan Perangkat Desa 
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l 5 
L 5 01 

l 4 94 
l 4 95 
1 4 96 

1 4 93 

l 4 90 
l 4 91 
1 4 92 

I 4 11 

1 4 10 

1 4 08 
1 4 09 

1 4 07 

1 4 05 
1 4 06 

1 4 04 

1 4 03 

l 4 02 

l 4 01 

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan 
APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., 
bersifat reguler) 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rernbug 
warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai keburuhan desa) 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 
(RPJMDesa/RKPDes,dll) 
Penyusunan Dokurnen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa 
Perubaban/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait) . 
Pengelolaan/ Administrasi/ lnventarisasi/ Penilaian A set Desa 
Penyusunan l(ebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar 
dokurnen Rencana Pembangunan/J<euanganJ 
Penyusunan Laporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa 
jabatan, laporan kecerangan akhir tabun anggaran, informasi 
kepada masyarakac) 
Pengernbangan Sistern lnformasi Desa 
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pernerintahan clan 
Pernbangunan Desa (Antar Desa/Kecarnacan/Kabupaten, Pihak 
Ketiga, dll) 
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan 
Kepala l(ewilayahan dan Pernilihan BPD (yang rnenjadl 
wewenang Desa) 
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman 
kontingen dalam mengikutl Lomba Desa 
Penyelenggaraan Administrasi Peme.rintahan Desa 
Pengelolaan iniormasi Desa 
Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkernbangan pemerintahan 
Des a 
Pernbentukan organisasi Pemerintah Desa/Jembaga 
kemasyarakatan Desa 
Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Petinggi dan BPD 
Penyelenggaraan Pernilihan Petinggi Ancar Waktu 
Pengisian, penetapan, mutasi dan pernberhentian Perangkat 
Desa 

l 4 97 Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di rlngkat 
Desa 

1 3 94 Pemantauan ker.ispadaan dini terhadap terjadlnya kejadlan 
luar biasa 

1 3 95 Pengelolaan data dan mfonnasi kebencanaan berskala Desa 
l 3 96 Pengembangan jaringan mformasi dan komunikasi Desa dan 

antar Desa 
1 3 97 Pernbentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin 

Sub Bidang Pertanahan 
Sertifikasi Tanah Kas Desa 
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I 5 02 

l 5 03 
l 5 04 
1 5 05 
1 5 06 
1 5 07 
I 5 90 
1 5 91 
l 5 92 
1 5 93 
l 5 94 
l 5 95 
I 5 96 

Adnunistrasi Pertanahan [Pendaftaran Tanah, dan Pemberian 
Registrasi Agenda Pertanahan] 
Fasilitasi Sertifikasi Tanah unruk Masyarakat Miskin 
Mediasi Konflik Pertanahan 
Penyuluhan Pertanahan 
Adrninistrasl Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Penenruan/ Penegasan I Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa 
Penetapan dan penegasan batas Desa 
Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa 
Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa 
Pernberian izin hak pengelolaan atas ta.nab Desa 
Pengelolaan Tanah kas Desa 
Tanah Bengkok 
Pengelolaan canah titisara 

Berdasarkan ketentuan Peraturaa Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Penghasllan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraruran Bupati Jepara Nomor JO Tahun 2015 tentang Penghasilan 
Tetap, Tunjangan dan Penerirnaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan 
Perangkat Desa, maka Penganggaran pembayaran penghasilan tetap 
Petinggi dan perangkat desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut : 

1) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dianggarkaa dalarn 
APB Desa yang bersumber dari ADD. 

2) Pengalokasian ADD unruk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat 
Desa dlanggarkan dalam APB Desa dengan menggunakaa 
penghitungan sebagai berikut : 
a. ADD yang berjttmlab sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima 

rarus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% [enarn puluh 
per seratus); 

b. ADD yang berjurnlah leblh dari Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus 
juta rupiah) sarnpai derigan Rp. 700.000.000,00 [rujuh rarus 
juca rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (Lima puluh per 
seratus); 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 [tujuh rarus 
juta rupiah) sarnpai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus 
jula rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah) sarnpai dengan paling banyak 40% 
(empat puluh per seratus); dan 

d. ADD yang berjumlah lebib dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan 
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga 
ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
30% (tiga puluh per seratus). 

3) Pengalokasiaa batas minimal sampai dengan maksimal ditetapkan 
dengan mempertimbangkaa efisiensi, jumlah perangkat, 
.kornpleksitas tugas pemerintaha.n, dan letak geogralis. 

4) Penghasilan tetap Petinggi dan Peraagkat Desa diarur sebagai 



3) Tunjangan Jabatan Petlnggi dan Perangkat Desa dlberikan kepada 
Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan tugas clan fungsi 
jabatannya yang be.rsumber dari ADD. 

4) Tarnbahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan 
berdasarkan tugas tarnbahan yang bersumber dari basil pengelolaan 
tanah bengkok. 

5) Pemberian tunjangan Jabat.an Petinggi dan Perangkat Desa diberikan 
setiap bulan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tunjangan Jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan 
runjangan jabatan PNS eselon TV a. 

b. Tunjangan Jabatan Carik Non PNS paling tinggi sama dengan 
tunjangan jabatan PNS eselon IV b. 

c. Tunjangan Jabatan Perangkai Desa lainnya paling tinggi sama 
de.ngan tunjanganjabatan PNS eselon V. 

d. Tunjangan Jabatan Carlk PNS dapat diberikan sesuai 
kemarnpuan keuangan desa, paling sedlkit sama dengan 
tunjangan jabatan PNS eselon IV b. 

6) Tambahan Tunjangan diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa, 
bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. 

7) Carik yang diangkat PNS diberikan Tambahan Tunjangan sebesar 
40% [ernpat pulub perseratus] dari hasil pengelolaan tanah 
bengkoknya. 

a. Penghasilan Tetap Perangkar Desa selam Cank paling sedikrt 
50% [hma puluf per seratusj clan paling banyak 60% (enam 
puluh per serarus dari penghasilan tetap Petinggi per buJan. 

b. Penghasilan Tetap Carik Non PNS paling sedikit 70% (tujuh 
pulub perserarus) dan paling banyak 80% (delapan puluh 
perserarus] dari Penghasilan Tetap Petinggi per bulan. 

5) Besaran penghasilan recap Petinggi dan Perangkar Desa bila melebihi 
batas minimal penghasilan tetap, maka menggunakan batasan 30% 
(tiga puluh perseratus) dari APBDesa dengan tetap mengalokasikan 
anggaran unruk operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan 
operasional BPD serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

6) Ketentuan lebih Janjut mengenaJ besaran penghasilan tetap Petinggi 
dan Perangkai Desa ditetapkan dengan Peraluran Desa. 

Untuk pernbayaran tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa 
ditetapkan sebagai berikut: 

1) Selain mendapat penghas!Jan tetap, Petinggi dan Perangkat Desa 
dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa. 

2) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa berupa Tunjangan Jabatan 
Petinggi dan Perangkat Desa, Tunjangan Carik PNS, Tunjangan 
Kesehatan, Tunjangan Asuransi Jiwa, Tunjangan lsteri/ suami, 
Tunjangan Anak, dan Tarnbahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat 
Desa. 



Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa telab 
diatur sebagai berlkut: 

1) BPD mempunyai hak unruk mendapatkan biaya operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari dari APB Desa. 

2) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari APBDesa, 
runjangan tersebut mellputi Tunjangan pelaksanaan rugas dan fungsi 
yang merupakan tunjangan kedudukan, dan Tunjangan lainnya yang 
rnerupakan tunjangan kinerja. 

3) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan 
kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. 

4) Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam ha! terdapai penambahan 
beban kerja dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 

13) clihapus 

11) dihapus 
12) dihapus 

13) dihapus 
14) dihapus 

15) dihapus 

16) dihapus 
17) dihapus 

8) Carik yang diangkat PNS diberikan hak uaruk memilih salah satu 
tambahan runjangan yang dikehendekinya yairu paling sedikit sama 
dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b atau 40% (ernpat pulub 
perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya. 

9) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok dan besaran tambahan 
runjangan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

10) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, 
diberikan penghargaan berupa tali asih paling tinggi 20% (dua puluh 
perseracus) dari Penghasilan Tetapnya untuk setiap bulan dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan. 

11) Penghargaan tali asih bagi Petinggi dan Perangkat Desa juga dapat 
berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok. 

12) Bagi Petinggi dan Perangkat Desa yang rnendapatkan tarnbahan 
tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok, diberikan hak 
untuk mernilih salah satu penghargaan tali asih yang dikehendaki, 
yairu berupa tali asih paling tlnggi 20% (dua puluh perseratus] da.ri 
Penghasilan Tetapnya untuk setiap bulan dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan atau dari hasil pengelolaan tanah bengkok dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan. 
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Sub Bidang Keseharan 
Pcnyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Mllik Desa 
[Obat-obatan; Tambahan insentif Bidan Desa/Perawat Desa; 
Penyediaan Pelayanan KB dan Alar Kontrasepsi bagi Keluarga 
Miskin, dst) 
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tarnbahan, Kelas lbu 
Hamil, Kclas Lansia, lnsenttf Kader Posyandu) 
Penyuluban dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk 
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
Pernbinaan Palang Merah Remaja (PMRJ tingkat desa 
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 
Pcmbinaan dan Pcngawasan Upaya Kesehatan, Tradisional 
Pemeliharaan Sarana 'Prasarana Posvandu/PolindecS/PKD 

2 2 04 
2 2 05 
2 2 06 
2 2 07 
2 2 08 

2 2 03 

2 2 02 

2 2 
2 2 01 

2 1 93 

2 1 92 

2 l 09 
2 1 10 
2 1 90 
2 l 91 

2 l 08 

2 1 07 

2 1 06 

2 l 05 

2 1 02 
2 1 03 
2 1 04 

2 1 
2 I 01 

Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, 
digunakan unruk mendanai kegiatan antara lain: 

b, Bidang Pelaksanaan Pernbangunan Desa 

Sub Bidang Pendidikan 
Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/ Maclrasah Non 
Formal Milik Desa= (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian 
Seragam, Operasional, dst) 
Dukungan Penyelenggaraan PAVO (APE, Sarana PAVO, dst) 
Penyuluhan dan Pelatihan Pencl1dlkan bagi Masyarakat 
Perneliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa ·• 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desan 
Pern bangunan/ Rehabititasi/ Peningkatan/Pengadaan 
Sarana/Prasarana/AlaL Peraga Edukatif (APE} PAUD/ 
TK/TPA/TKA/TPQ/Maclrasab Non-Formal Milik Desa= 
Pernbangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/ Tarnan Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik 
Desa'" 
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku 
Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa) 
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi 
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar 
Pengadaan I pembangunan / pengembangan / pemelibaraan 
sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia 
Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia 
Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya 
Pengadaan / pembangunan / pengernbangan / pemeliharaan 
sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan 
bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan 
Pengadaan / pernbangunan / pengembangan / pemeliharaan 
sarana prasarana balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakac 
/ sanggar seni / !ilm dokumenter / peralatan kesenian 



Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pemeliharaan Jalan Desa 
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 
Perneliharaan Jalan Usaha Tani 
Perneliharaan dembaran Millk Desa 
Perneliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, 
Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai 
Kemasyarakatan 
Perneliharaan Pernakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Mllik 
Desa/Petilasan Milik Desa 
Pemeliharaan Embung Milik Desa 
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 
Des a 
Pembangunan/ Rehabililasi/Peningka tan I Pengerasan Jalan 
Lingkungan Permukirnanj Gang 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 
Usaha Tani 
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan 
Jembatan Milik Desa 
Pembangunan/Rehabililasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa 
(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana 
Jalan lain) 

Pembangunan I Rehabilitasi I Peningkatan I Pengadaan 
Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD 
Pengadaan / pembangunan /pengembangan / pemellharaan 
Sarans dan Prasarana Kesehat.an / Air 
Bersih/ sanitasi/kebersihan llngkungan/ jambanisasi/ mandi, 
cuci kakus (MCK) 
Pengadaan. / pembangunan / pengembangan / pemellharaan 
sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan I pemeliharaan 
sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti 
rehabilitasi penyandang disabilitas 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / perneliharaan 
sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ 
polindes/posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel 
sarnpel makanan 
Pengadaan / pembangunan I pengembangan / pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Kesehatan / Air 
Bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, 
cuci, kakus (MCK] 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan I pemeliharaan 
sarans prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa 
Pengadaan / pernbangunan / pengembangan / pemeliharaan 
sarana prasarana alat bantu penyandang disabiLitas/panti 
rehabilitasi penyandang disabilitas 
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2 3 14 

2 3 13 

2 3 12 

2 3 11 

2 3 08 
2 3 09 
2 3 10 

2 3 07 

2 3 06 

2 3 
2 3 01 
2 3 02 
2 3 03 
2 3 04 
2 3 05 

2 2 96 

2 2 95 

2 2 94 

2 2 93 

2 2 92 

2 2 91 

2 2 90 

2 2 09 



Sub Bidang Kawasan Perrnukirnan 
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah 
Tidak Layak Huni(RTLH) GAKlN (pemetaan, validasi, dll) 
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon 
Penarnpungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 
Perneliharaan Sarnbungan Air Bersih ke Rumah Tangga 
(pipanisasi, dll] 
Perneliharaan Sanitasi Permukiman [Gorong-gorong, Selokan, 
Parit, dll., diluar prasarana jalan] 
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Urnum/MCK umum, dll 
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampab Desa/Permukiman 
(Penampungan, Bank Sampah, dll) 
Perneliharaan Sistern Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air 
limbah Rumah Tangga] 
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan 

taman 

pengaman 
pe m ban gki t 
I 

Pembangunan/Rehabllitasi/Peningkatan 
Kemasyarakatan 
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Mi Ilk 
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 
Pembuatan/ Pemurakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa 
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen I Gapura 
/ Batas Desa 
Pem bangunan I pemeliharaan j alan It.al ud 
tebing/saluran i:rigasi/energi baru dan terbarukan/ 
listrik cenaga mikrohidro/lapangan Desa 
Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa 
Pembangunan/ perneliharaan sarana dan prasarana 11sik 
kantor / Iisik sosial/ Masyarakat/ Penanggulangan Bencana Alam 
Pembangunan / pengembangan I pemeliharaan / pengelolaan 
sarans dan prasarana pasar Desa 
Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM 
Desa/penguatan permodalan BUM Desa 
Pembangunan I perbaikan/ pengclolaan bendungan skala 
kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lunibung 
Dusun/jalan sawab/gubuk pertanian 
pembangunan kolarn ikan dan pembenihan ikan/perahu 
penangkap ikan ternpat pelelangan ikan/tempat pendaratan 
Kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang 
penyirnpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan 
ikan/tambak garam 
Pembangunan / Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan 
sarana dan prasarana Jasa dan lndustri Kecil/industri rumah 
tangga/ mes in jabit/ peralatan bengkel kendaraan 
bermotor/rnesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk 
Desa/ pasar sayur I pasar hewan/ toko online/ gudang barang 

Desa/Balai Balai 

2 4 09 
2 4 10 

2 4 08 

2 06 
2 4 07 

2 4 05 

2 4 04 

2 4 02 
2 4 03 

2 4 
2 4 01 

2 3 96 

2 3 95 

2 3 94 

2 3 93 

2 3 92 

2 3 91 

2 3 90 

2 3 17 
2 3 18 
2 3 19 
2 3 20 

2 3 16 

2 3 15 
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2 5 93 

2 5 90 
2 5 91 
2 5 92 

2 5 
2 5 01 
2 5 02 
2 5 03 

2 4 11 Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih 
Milik Desa Mata Air Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur 
Bor, cill) 

2 4 12 Pembangunan / Rehabilitasr / Peningkatan Sambungan Air 
Bersih ke Rumah Tangga [pipanisasi, dill 

2 4 13 Pernbangunan / Rehabllitasi / Peningkatan Sanitasi 
Permukirnan [Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar 
prasarana jalan] 

2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Penjngkatan Fasilltas Jamban 
Umum/MCK umurn, cm 

2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penge!olaan 
Sampah Desa/Perrnukirnan [Penarnpungan, Bank Sampah, dill 

2 4 16 Pem.bangunan / Rehabilitasi / Penlngkatan Siste.m 
Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Iimbah Rumah Tangga) 

2 4 17 Pernbangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman 
Bermain Anak Milik Desa 

2 4 90 Pembangunan/Rebabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat 
unruk fakir miskin 

2 4 91 Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 
masyarakat Desa / penerangan lingkunga pemukiman / 
pedestrian / drainase Desa / se!okan / tempat pembuangan 
sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan 
pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah 

2 4 92 Pembersihan llngkungan perumahan yang terkena bencana 
alam 

2 4 93 Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang 
terkena bencana alam 

2 -4 94 Pernbangunan/Rehabilitasi rurnah !ayak buni/ rumah sebat 
untuk fakir .miskin 

2 4 95 Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 
masyarakat Desa / penerangan lingkungan pemukiman / 
pedestrian / drainase Desa / selokan I tempat pembuangan 
sampah / pengadaan gerobak sarnpah / pengadaan kendaraan 
pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah 

2 4 96 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 
alarn 

2 4 97 Rehabilitaai dan rekonstruksi lingkungan perurnahan yang 
terkena bencana alarn 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
Pengelolaan Hutan Milik Desa 
Pengelo!aan Lingkungan Hidup Desa 
Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan I Penyadaran tentang 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Penghljauan/pelestarian lingkungan hidup 
Pembangunan/pe.meliharaan Ta.man Desa 
Perawatan air bawah tanah / perlindungan rnata air / kolam 
unruk mata air 
Pernbuaran terasering / pembersihan daerah aliran sungai / 
plesengan sungai 



Sub Bidang Energi dan Surnber Daya Mineral 
Pemeliharaan Sarana clan Prasarana Energi Alternatif tingkat 
Dess 
Pembaogunao I Rehabilitasi I Peningkatan Sarans clan 
Prasarana Energi Alternatif tingkalDesa 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan 
sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit 
listrlk tenaga mikro hidro / pernbangkit listrik tenaga diesel / 
pembangkit listrik tenaga marahari / pemeliharaan insralasi 
biogas / jaringan distribusi tenaga listrik 
Pernbangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna 
Pengadaan / pemanfaatan / perneliharaan penggillngan 
padi/ peraut kelap/ penepung biji-bijian / pencacah pakan 
tema/sangrai/pemotong/pengiris buab dan sayuran/pompa 
air/ traktor mini 
Pembangunan/pengaclaan lnstalasi biogas/mesin pakan 
ternak/kandang ternak 

Pembangunan / Pengembangan / pernellharaan sarana dan 
prasarana transportasi/infonnasi/ komunikasi/terminal Desa 
Pembangunan I Pengadaan / pengembangan / pemeliharaan 
tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalao poros Desa/ jalan 
Desa antara perrnukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa 
antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong 
gorong 
Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemellharaan 
jacingan internet untuk warga Dess/website Desa/peralatan 
pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side 
Band (SSB) 

2 7 93 

2 7 91 
2 7 92 

2 7 90 

2 7 02 

2 7 
2 7 01 

2 6 92 

2 6 91 

2 6 90 

2 6 01 
2 6 02 

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Kornunikasi, dan Ioformatika 
Pembuatan Rarnbu-rarnbu di Jalan Desa 
Penyelenggaraan 1nformasi Publik Desa (Misal : Pernbuatan 
Poster/Baliho lnformasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga 
cill) 

2 6 03 Pengelolaan dan Pernbuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan 
Informasi Lokal Desa 

2 5 94 Penanganan kebakaran hutan clan labao/peocegahan abrasi 
pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung 
berapi geduog peoguogsiao 

2 5 95 Pengadaan tong sampah/pembangunan tempai sampab 
2 5 96 Pengelolaan usaha hutan Desa 
2 5 97 Pembibilan tanarnan pangao/penggilingan pacli/pengadaan 

saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan 
pertanian 

2 5 98 Pembangunan sarans dan prasarana usaha 
pertanian/ pengolahan hasil pertanian/ produksi usaha 
pertanian unruk ketahanan pangan dan usaha pertanian 
berskala produktif tingkat Desa / pemasaran produksi pertanian 

- 10- 



Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 

3 2 
3 2 01 

3 1 97 

3 1 94 
3 1 95 
3 l 96 

3 1 04 
3 1 05 
3 l 06 
3 1 07 

3 1 90 
3 l 91 
3 1 92 

3 1 93 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
Kelompok belanja bidang Pernbinaan Kemasyarakatan · Desa, 

digunakan untuk mendanai kegiatan antara lain: 
3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 

Masyarakat 
3 1 01 Pengadaan / Penyelenggaraan Pas Kearnanan Desa 

(pembangunan pas, pengawasan pelaksanaan jadwal 
ronda/patroli dll) 

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketertiban oleh Pernerintah Desa (SaUinmas desa) 

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentrarnan, Ketertiban. dan Pelindungan 
Masyarakat (dengan rnasyarakat I instansi pernerintah daerah, 
dll) Skala Lokal Desa 
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 
Penyediaan Pas Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 
Pelatihan/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang 
Hukum dan Pelindungan Masyarakat 
Pembinaan keamanan dan ketertiban 
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
Memelibara perdarnaian, menangani konflik dan melakukan 
mediasi di Desa 
Penyelenggaraan urusan pernbinaan kemasyarakatan mellputi 
keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, 
kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, banruan sosial, 
pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan 
kemasyarakatan Jainnya 
Pembentukan tim keamanan Desa 

2 8 Sub Bidang PaT""C\ sata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarans dan Prasarana Panwisata Milik Desa 
2 8 02 Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pariwisata Mllik Desa 
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkar Desa 
2 8 90 Pengadaan I pernbangunan I pengembangan / pemeliharaan 

sarana dan prasarana Desa wisala / pondok wisata / panggung 
hiburan/ trios cenderamata / kios warung makan / wahana 
permainan anak/wahana permainan outbound / taman / 
tern-pat penjualan tiket, / rumah penginapan / angkutan wisata 

Pemberian ijin bajatan dan keramaian berskala Desa 
Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program 
keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga 
miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah 
tangga miskin 
Penyuluhan kepada rnasyarakar Desa/sosialisasi dan motiva.si 
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban rnasyarakat 



Sub Bidang Kelernbagaan Masyarakat 
Pembinaan Lembaga Adai 
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 
Pembinaan PKK 
Pelarlhan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 
Sistem organisasi mayarakat adat 
Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa 
Fasilitasi kegiatan urusankemasyarakatan 
Pengelolaan kelornpok-kelompok bina keluarga 

Sub Bldang Kepemudaan dan Olah Raga 
Pengiriman Kontingen I<epemudaan dan Olah Raga sebagai 
Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten 
Penyelenggaraan peJatihan kepemudaan (Kepemudaan, 
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dllJ tingkat Desa 
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga 
tingkat Desa 
Pemellharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olab 
Raga Milik Desa 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 
Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 
Pembinaan pemuda dan olah raga 
Pembinaan anak usia dini 
Peningkatan sarana dan prasarana olah raga 
Pengadaan sarana dan prasarana olah raga 
Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga 
Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa 
Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa 

Pengirrman Konung-cn Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai 
Wakil Desa d~ ~gkal Kecamatan dan Kabupaten 
Penyelenggaman Festival Keseruan, Adat/Kebudayaan, dan 
Keagamaan [perayaan hari kernerdekaan, hari besar keagamaan, 
dll) tingkat Desa 
Pernellharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah 
Adat/Keagamaan Milik Desa 
Pernbangunan / Rehabiliiasi / Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Kebudayaan/ Rumab Adat/ Keagamaan Milik Desa 
Pembinaan kerukunan urnat beragama 
Pernbinaan kesenian dan sosial budaya 
Pernbinaan lernbaga adat 
Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk 
Pelestarian nilai sosial budaya rnasyarakat, keagamaan dan 
ketenagakerjaan 
Pernbinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang 
bersifat sosial serta kegiatan keagamaan 
Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, 
keluarga rniskin, penyandang cacat, kelahiran dan kemacian 

3 4 
3 4 01 
3 4 02 
3 4 03 
3 4 04 
3 4 90 
3 4 91 
3 4 92 
3 4 93 

3 3 06 
3 3 90 
3 3 91 
3 3 92 
3 3 93 
3 3 94 
3 3 95 
3 3 96 

3 3 05 

3 3 04 

3 3 03 

3 3 02 

3 3 
3 3 01 

3 2 96 

3 2 95 

3 2 90 
3 2 91 
3 2 92 
3 2 93 
3 2 94 

3 2 05 

3 2 04 

3 2 03 

3 2 02 



Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
Peningkatan kapasitas Petinggi 
Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
Peningkatan kapasitas BPD 
Pelatihan bagi Petinggi / Perangkac Desa / Badan 
Permusyawaratan Desa 
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader 
pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat 
De-Sa 
Pendicilkan , pelatiban, dan 'perryuluhan Bagi Petinggi, Perangkat 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

po hon /pembibitan hid up 

4 3 92 

4 3 91 

4 3 
4 3 01 
4 3 02 
4 3 03 
4 3 90 

4 2 92 Pelestarian lingkungan 
langka/ re boisasi 

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan 
pengolaban pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 
Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dan 
pengolahan peternakan, kandang, dJl) 
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa [Lumbung Desa, dll) 
Perneliharan Saluran lrigasi Tersier / Sederbana 
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 
Pertanian/Peternakan 
Pengelolaan jaringan irigasi/Produksl Pertanian/produksi usaba 
pertanian unruk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat 
Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan 
usaha pertanian lingkat Desa 
Pelatihan kelompok tani 4 2 91 

4 2 90 

4 2 03 
4 2 04 
4 2 05 

4 2 02 

4 2 
4 2 01 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Des-a 
Kelompok belanja bidang pernberdayaan masyarakat desa, antara 

lain digunakan untuk mendanai kegiaran : 
4 l Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 
4 l 01 Perneliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 
4 1 02 Pemellharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 
4 J 03 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba/Kolam 

Perikanan Darat Milik Desa 
4 l 04 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan 

Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 
4 J 05 Bantuan Perikanan (Bibil/ Pakan/ dst] 
4 l 06 Pelatllian/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepal Guna untuk 

Perikanan Darat/ Nelayan 
4 l 90 Pelatihan perikanan/ kelornpok nelayan 
4 1 91 Rehabilitasi lahan gambut/pembersiban daerah aliran sungai/ 

pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang=. 

kelembagaan 
hukurn 

3 4 94 Sistem organisasi masyarakat adat/pembinaan 
rnasyarakarj pernbinaan lembaga dan 
adat/pengembangan peran masyarakat Desa 
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4 4 Sub Bidang Pernberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga 

4 4 01 Pelatihan/Penyuluban Pemberdayaan Perernpuan 
4 4 02 Pelatiharr/Penyuluhan Perllndungan Anak 
4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabei (penyandang 

clisabilitas) 
4 4 90 Pemberdayaan posyandu, Usaba Peningkatan Pendapatan 

Keluarga dan Bina Keluarga Ballta/pembencukan dan fasilitasi 
kelompok perJindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi 
forum anak desa 

4 4 91 Pemberdayaan rnasyarakat berbasis gender dan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender I perlindungan korban kekerasan 
berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas 

4 3 93 Pemberdayaan rnasyarakat Desa untuk memperkuar tats kelola 
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/ Pengembangan 
Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gorong royong/Peningkatan 
Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa 
dan/atau balai rakyat 

4 3 94 Penyusunan arah pengernbangan Desa/penyusunan rancangan 
program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ 
pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/prolil 
Desa/data Desa/peta aset Desa 

4 3 95 SosiaJisasi penggunaan dana Desa/pengembangan 'sistem 
adrrrinistrasl keuangan dan aset Desa berbasis data 
dlgitaJ/ pengernbangan laporan keuangan dan a set Desa yang 
terbuka untuk publik/penyelenggaraan musyawarab Desa/ 
pendampingan masyarakat Desa melalul pembentukan dan 
pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang 
diselenggarakan di Desa 

4 3 96 Pengembangan sistern inforrnasi Desa/penyebarluasaninformasl 
kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan 
dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan 
musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban daa serab terirna 
basil pernbangunan Desa/ pengelolaan informasi dan 
komunikasi ringkat Desa/Profil Desa/sistem informasi 
Desa/ koran Desa/ website Desa/ radio kornunitas 

4 3 97 Pemantauan dan audit berbasis komunitas/pengembangan unit 
pengaduan di Desa/pengembangan baruuan hukum dan 
paralegal Desa untuk penyeiesaian masalah secara mandiri oleh 
Desa/pengembangan kapasitas paralegal 
Desa/pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi 
paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga 
rnasyarakat Desa 

4 3 98 Penguatan kesiapsiagaan masyarakal Desa dalam menghadapi 
bencana/penyediaan layanan iniormasi tentang bencana 
alarn/pelatihan kesiapsiagaan .masyarakat dalam mengbadapi 
bencana aJam/pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan 
bencana alam 
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4 5 
4 5 01 
4 5 02 

4 5 03 

4 5 90 
4 5 91 
4 5 92 

4 5 93 

kelompok pernernan dan perllndungan anak/ pengelolaan 
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 

4 4 92 Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegab penyakit 
seperti penyakil menular, penyakit seksual, Human 
Immunodeficiency Virus/ Acquired immunodeficiency syndrome, 
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ 
hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan 
Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ 
perawatan kesehatan dan/atau pendampingan unruk ibu harnil, 
nifas dan rnenyusui 

4 4 93 Pernantauan perturnbuhan dan penyediaan rnakanan sehat 
untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak 
sekolah/ pengobatan untuk lansia/ keluarga 
berencana/ pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang 
disabilitas 

4 4 94 Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 
perllndungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ 
pelatihan kader Desa unruk pangan yang sehat dan arnan 

4 4 95 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan 
kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 
terpadu/ pelayanan kesehatan masyarakat/ penyediaao air 
bersih/pelayanan kesehatan llngkungan 

4 4 96 Bantuan iosentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan 
iosentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/bantuan insentif guru 
taman belajar keagamaan 

4 4 97 Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyeJengaraan kursus seni 
budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan 
pembuatan film dokumenter 

4 4 98 Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelornpok 
masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pembecian 
bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir 
miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di 
Desa/penyeJenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, 
warga disabilitas, perernpuan, anak, dan kelompok 
marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal 

Sub Bidang Koperasi, Usaba Mikro Kecil dan Menengah (U.MKM) 
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUO/ UMKM 
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, KecU dan 
Menengah serta Koperasi 
Pengadaan Teknologi Tepat Guna unruk Pengembangan 
Ekonomi Pedesaan Non Pertanian 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat 
Pemberdayaan usaba Kecil dan lndustri Rumah Tangga 
Pembencukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/ atau koperasi tingkat Desa 
Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi 
pelaku usaha pariwisata di Desa; 



4 7 91 
4 7 92 

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pernbenrukan Awa) 

BUM Desa) 
4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan 

oleh Desa) 
4 6 90 Bantuan modal untuk kelompok tani 
4 6 91 Pelatihan Kewirausahaan 
4 6 92 Penlogkatan kapasitas kelornpok usaha ekonomi produktif 

perempuan/ kelompok masyarakar miskin 
4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan 

kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan .ketrarnpilan 
bagi masyarakaL Desa 

4 6 94 Pendirian Badan Usaha Millk Desa dan/atau Sadan Usaha Milik 
Desa Bersama/penyertaan modal Sadan Usaha Mllik Desa 
dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan 
permodalan Sadan Usaha Milik Desa dan/atau Badan. Osaha 
Milik Desa Bersama/pengelolaan pernasaran hasil produksi 
usaha Sadan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya 
tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik 
Desa/Badan Usaha Mil!k Oesa Bersama/Pengelolaan Pernasaran 
Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya 

4 6 95 Pengelolaan lingkungan perurnahan Desa/ lingkungan 
permukirnan rnasyarakat Desa/ sarnpah berskala rumah 
tangga/sarana pengolahan air limbah 

4 6 96 Penge1olaan transportasi Desa/pengelolaan terminal 
Desa/ pengelolaan tambatan perahu 

4 5 94 Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakai 
dan/atau koperasi 

4 5 95 Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan 

4 5 96 H.utan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan 
kehutanan 

4 5 97 Pembentukan usaha ekonoml rnasyarakar 
4 5 98 Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 

usaha ekonorni rnasyarakat 
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energi 
energi 

4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios rnilik Desa 
4 7 02 Pembangunan/Rehabilltasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik 

Desa 
4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelat!han/Pendampingan kelompok 

usaha ekonorni produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah 
tangga, dll) 

4 7 90 Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat 
Desa 
Pelatihan. usaha ekonomi dan Perdagangan 
Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan 
terbarukan/pengolahan limbah petemakan untuk 



Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan 
penerirnaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran 
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Carik mengoordlnasikan 
penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa rahun 
berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan 
Peraturan Bupari. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan 
baban penyusunan rancangan Peraruran Desa tentang APB Desa dengan 
tahapan sebagai berlkut : 
a. Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

kepada Petinggi. 

l. Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait 
wakru dan tahapan penyusunan, penetapan dan pengundangan APB 
Desa. 

D. Teknis Penyusunan APB Desa 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
Kelompok belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak desa, digunakan untuk mendanai kegiatan antara 
lain: 
5 l Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 1 00 Penanggulangan Bencana 
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
5 3 00 Keadaan Mendesak 

biogas/pcmbuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolaban minyak 
goreng bekas menjadi biodieseJ/ pengelolaan pembangkit listrik 
tenaga angm 

4 7 93 Sosialisasi Teknologi 1'epat Guna/pos pelayanan teknologi Desa 
(Posyantekdesj dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi 
Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan surnber 
energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan 
komunlkasi/pengembangan Jasa dan industri kecil 

4 7 94 Pengembangan dan pernanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi 
cerban.tkan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan 
perdesaan 

4 7 95 Pengelolaan tempat pemandian umum/ air roinum berskala 
Desa/hutan Desa/ hutan Adat/industri air minum/industri 
pariwisata Desa/industri pengolaban ikan 

4 7 96 Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana 
oiahraga/ pengadaan dan penyewaan a lat 
transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta 

4 7 97 Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaba Milik 
Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi 
harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaba Millk Desa, 
usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerj.asama 
perdagangan an tar Desa/ kerjasama perdagangan dengan pihak 
ketiga 
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b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Petinggi 
kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam 
musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa rentang APB Desa 
disepakati bersarna paling lam bat bulan Oktober tahun berjalan. 

c. Dalam ha! BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa yang disarnpaikan Petinggi, Pemerintah Desa 
hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 
pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa 
(meliputi Penyediaan Operasional Pernerintah Desa dan Penyediaan 
Operasional BPDJ dengan menggu.nakan pagu tahun sebelumnya, 
Petinggi menetapkan Peraturan Petlnggi sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan. 

d. BPD dan Petinggi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa yang diajukan Petinggi. Pembahasan 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa cliselenggarakan oleh 
BPD dalam musyawarah BPD. 

e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan 
Petinggi dibahas terlebih dahulu dalam rnusyawarah internal BPD 
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan 
Peraturan Desa diterima oleh BPD. 

f. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa antara BPD dan Petinggi untuk pertama kali dllakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal 
BPD. Setiap pernbahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam Berita 
Acara atau notulen musyawarah. 

g. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
antara BPD dan Petinggi tidak mencapai kata sepakat, Camat dapat 
melaksanakan Iasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Desa agar 
rercapai kata sepakat. 

h. Fasilitasi Camat dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa 
tenrang APBDesa tetap tidak tercapai kata sepakat, maka 
musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai 
catatan perrnasalahan yang tidak disepakati. 

i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat diajukan oleh 
Petinggi kepada Camat atas narna Bupati disertai catatan 
permasalahan yang lidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak musyawarah pernbahasan terakhir untuk mendapatkan 
evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan oleh 
Carnal atas nama Bupati dapat berbentuk penghentian 
pembahasan, atau pembinaan untuk tindaklanjut pernbahasan dan 
kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 
Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat 
atas nama Bupati atau pejabat lain yang dirunjuk Camat. 

j. Atas dasar kesepakatan bersarna Petinggi dan BPD, Petinggi 
menyiapkan Rancangan Peraturan Petinggl tentang penjabaran APB 
Desa. Carik rnengoordinaslkan penyusunan Rancangan Peraruran 
Petinggi tentang Penjabaran APBDesa. 

k. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa kepada Camat dengan Kepucusan Bupati. Camat 
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membentuk Tim Evaluast Rancangan Peraruran Desa tentang 
APBDesa dengan susunan keanggotaan terdiri dari : 
- Ketua Camat 
- Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat 
- Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Terkait 

I. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Petinggi 
kepada carnat paling larnbat 3 (tiga) hari sejak disepakati umuk 
dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada 
Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraruran 
Desa tentang APB Desa. 

m. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 
I) Surat Pengantar; 
2) Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APB Desa; 
3) Peraturan Desa ten tang RPJM Desa; 
4) Peraturan Desa lentang RKP Desa; 
5) Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usu! 

dan kewenangan Jokal berskala Desa; 
6) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan [jika 

tersedia): 
7) Peraturan Desa tentaag Penyertaan modal (iika tersedia); 
8) Serita Acara Hasil Musyawarah BPD; 
9) Reputusan BPD ten tang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa; 
10) Daftar Hadir BPD (yang telah memenuhi quorum); 
11) Daftar Hadir Pemerintah Desa dan masyarakat. 

n. Carnar dapat mengundang Petinggi dan/atau Perangkat Desa terkait 
dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam 
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Petinggi paling lama 20 
(dua puluh] hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB 
Desa. 

o. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalarn batas 
wakru, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. 

p. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP 
Desa, selanjutnya Petinggi menetapkan menjadi Peraturan Desa. 

q. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih linggi, kepentingan urnurn, dan RKP 
Desa, Petinggi rnelakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja terhltung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

r. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi 
tetap rnenetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Petinggi tentang 
Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Petinggi, Camat 
mengusulkan pernbatalan peraturan Desa tentang APB Desa kepada 
Bupati, 

s. Petinggi mernberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Petinggi paling lama 7 (tujuh) had kerja setelah pembatalan dan 
selanjutnya Petinggi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan 
Peracuran Perinazi dimaksud. 
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t. Dalam hal pembata.lan, Petinggi hanya dapat melakukan pengeluaran 
terhadap operasional penyelenggaraan pernerintahan Desa dengan 
menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan 
mendapat persetujuan Bupati. 

u. Rancangan Peraturan Des-a tentang APB Desa yang telah dievaluasl 
ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa tentang APB Dcsa 
dan kemudian diundangkan oleh Carik dalam Lembaran Desa. 
Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 
31 Desember tahun anggaran sebelurnnya. Petinggi menetapkan 
Rancangan Peraruran Petinggl tentang penjabaran APB Desa sebagai 
peraturan pelaksana dari Peraruran Desa tentang APB Desa. 

v. Petinggi menyampaikan Peraruran Desa tencang APB Desa dan 
Peraturan Petinggi tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk 
cliklarifikasi. 

w. Petinggi menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada 
masyarakat melalui media informasi. lnformasi paling 'sedikit 
rnemuat: APB Desa; pelaksana kegiatan anggaran dan tirn yang 
melaksanakan kegiaran: dan alamat pengaduan. 

2. Substansi APB Desa 

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk 
rnasing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk 
cahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
A. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa adalah 
sernua penerirnaan desa dalam J (satu) tahun anggaran yang menjadi 
hak desa dan tidak perlu dikernbalikan oleh desa dan APB Desa 
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memilikl 
kepastian serta dasar hukurn penerimaannya. Pendapatan Desa 
terdiri atas kelompok: 
l Pendapatan Asli Desa 

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis : 
a Hasil Usaha Desa: 

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa 
diantaranya bersumber dari hasil usaha Sadan Usaha Milik 
Desa yang menjaJankan fungsi pemupukan laba (profit 
oriented) sehingga mampu menghasllkan keuntungan atau 
deviden untuk meningkatkan pendapatan asll desa. Untuk 
itu pemerintah desa dalam penganggarannya, agar 
mernperhatikan peraturan desa masing-masing tentang 
Pernbentukan Sadan Usaha Milik Desa yang berpedornan 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. 
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Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan 
tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, cempar 
pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya 
sesuai dengan kewenangan berdasarkan, hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa. 

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan 
tanah kas Desa dan tanah bengkok agar diestimasikan 
secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 
2019. Pendapatan dari pasar desa dapar bersumber dari 
sewa kios pasar dan basil retribusi pasar, sedangkan 
pendapatan dari tempat pemandian umurn dan jaringan 
irigasi millk desa bersurnber dari retribusi pemanfaatannya. 
Untuk itu penggarannya agar direncanakan secara terukur 
dengan memperhstikan perkiraan peningkatan dari 
realisasi pendapatan Tahun 2018. 

Khusus pendapatan dari hasil pengelolasn, tanah 
bengkok yang mana sesual dengan kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
desa digunakan sebagai tarnbahan tunjangan Petinggi dan 
Perangkat Desa agar diestimasikan secara wajar dan 
rasional sesuai dengan perkiraan pendapatan tahun 2019. 
Hasil pengelolaan tanah bengkok nantinya dimasukan 
dalam Pendapatan APB Desa yang anggarannya tidak 
dimasukan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan 
dalam Buku Kas Umum dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. 

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong 

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong 
Royong adalah penerirnaan yang berasal dari surnbangan 
masyarakaL desa yang dapat berupa barang, jasa atau 
uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam 
bentuk uang dan dilaksanakan rnelalui rekening desa 
dicatat sebagai pendapatan asli desa. Swadaya, Partisipasi 
dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa dilaksanakan 
melalui buku kas umum dan tidak dimasukan dalam 
rekening kas Desa. 

d. Pendapatan Asli Dess lain 

Penganggaran Pendapatan asli Desa lain antara lain 
bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan 
pungutan dalarn rangka peningkatan pendapatan asli Desa 
sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Pungutan Dess diperbolehkan 
setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan 
Desa, dimana rancangan Peraruran Desa tentang pungutan 
Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa 
bersama Baden Permusyawaratan Desa serta harus 
dievaluasi oleh Bupati. Besar pungutan agar disesuaikan 
dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan 
masvarakat serernnat 
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2. Pendapatan Transfer 

Kelompok Pendapatan Transfer terdiri aras jenis : 
a. Dana Desa 

Memperhatikan ketentuan Pasal 30A ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 
2014 centang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian 
anggaran Dana Desa dalam APBN dllakukan secara 
bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa 
didasarkan pada asurnsi besaran Dana Desa Tahun 
Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Jepara tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap 
Desa Kabupaten Jepara TahunAnggaran 2019. 

b. Bagian dari Rasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah 
untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk 
penyelcnggaraan pernerintahan, pembangunan, 
kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat. 

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah .kabupaten kepada desa adalah 
untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah digunakan unruk membiayai urusan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
pemberdayaan rnasyarakat desa dan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Penganggaran pendapatan dari BHPRD untuk 
rnasing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

c. Alokasi Dana Desa 

Penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan 
pada asumsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2018 atau 
infonnasi resrni dari Pemeriruah Daerah melalui Keputus-an 
Bupati. tentang besar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 
2019. 

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerab Provinsi Jawa Tengah 

Banruan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provins! Jawa Tengah dapat bersifat umum 
dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersllat khusus 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam 
kerentuan penggunaan paling sedikir 70% (tujuh pulub 
persen] dan paling banyak 30% (tiga pulub person]. 
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Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan 
dari Pemerintah Provins] Jawa Tengab didasarkan informasi 
resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai 
besaran alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019. 

Dalam ha! informasi diterima setelah penetapan 
Peraruran Desa tentang APB Desa maka penganggaraonya 
ditetapkan dalam perubahan APB Desa, Dalam hal 
inforrnasi diterima setelah penetapan Peraturan Desa 
tentang perubahan APB Desa maka penganggarannya 
ditetapkan dalam Peraturan Petinggi tentang perubahan 
APB Desa. 

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerab Kabupaten Jepara: 

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jepara dapat bersifat umum 
dan khusus. Bantuan Keuangan yang berslfat khusus 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam 
ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh 
persen) dan paling banyak 30% (tigapuluh persen). 

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan 
dari Pemerintah Kabupaten Jepara didasarkan informasi 
resrni dari Pemerintah Kabupaten Jepara mengenai besaran 
alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2019. 

Dalam hal Informasl diterirna setelah penetapan 
Peraturan Desa tentang APB Desa maka penganggarannya 
ditetapkan dalarn perubahan APB Desa. Dalam hal 
Informasi diterirna setelah penetapan Peraturan Desa 
tentang perubahan APB Desa maka penganggarannya 
ditetapkan dalarn Peraruran Petinggi tentang perubahan 
APB Desa. 

f. Pendapatan Lain 

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber 
dari Pendapatan Lain terdiri atas: 
1) Penerirnaan dari basil kerjasarna Desa; 
2) Penerimaan dari banruan perusahan.yang berlokasi di 

Desa; 
3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak 

ketiga: Penetapan target surnbangan pihak ketiga yang 
dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam 
negeri/luar negeri, kelornpok masyarakat maupuo 
perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai 
konsekuensi pengeluaran atau peogurangan kewajiban 
pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan 
dalam APB Desa. 

4) Koreksl kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya 
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada 
tahun anggaran berjalan. 

5) Bunga bank; dan 
6) Pendapatan lain Desa yang sah. 
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B. Belanja 
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 [satu) tahun anggaran yang Udak akan 
diperoleh pembayarannya kernbali oleh desa dan Belanja Desa Ini 
harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan 'pemerintahan Desa 
yang rnenjadi kewenangan pernerintah Desa yaitu kewenangan hak 
asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pedoman 
penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang 
rneliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. 
Pedoman penyusunan APB Desa harus rnengatur hal-hal yang 
memastikan bahwa alokasi belanja dengan basil serta output yang 
akan dihasilkan dalam suaru kegiatan adalah logis dan telah 
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. 
Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan 
mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika 
terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, 
maka Desa harus .menyarnpalkan alasan yang kuat. 

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran 
dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam saru 
tahun anggaran dan dlsusun dengan pendekatan prestasi kerja yang 
berorienrasi pada pencapaian hasll dari input yang direncanakan. 
Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, 
Pernerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai 
dengan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 
Kerja Pernerintah Desa. 

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam 
APB Desa Tahun Anggaran 2019 digunakan dengan ketentuan: 

a. paling sedikir 70% (tujuh puluh per seratus] dari jumlah 
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pernbangunan Desa, pembinaan kernasyarakatan Desa, 
pemberdayaan rnasyarakat Desa dan Penangulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan 

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dad jurnlah 
anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja 
bidang penyelenggaran pemerintahanan desa sub bidang 
penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa yakni terdiri atas kegiatan : 

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi; 
2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 

Des a; 
3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi daa Perangkat 

D~R11'. 

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan 
Laporan Keuangan Desa dan terdapat pendapatan lain 
selain yang relah disebutkan diatas maka dimasukkan pada 
pendapatan lain desa yang sah, 
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5 2 1 02 

Belanja Barang dao Jasa 
Belanja Barang Pedengkapan 
Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan 
Benda Pos 
Belania Perlenckanan Al..-r-"'"' r ;,.r,..;t, 

5 2 
5 2 1 
5 2 t 01 

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang 
Perlengkapan, Belanja Jasa Honorarium, Belanja 
Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Sewa, Belanja Operasional 
Perkantoran, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Barang 
dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dengan 
uraian sebagai berikut: 

5 1 Belanja Pegawai 
5 l I Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi 
5 1 1 01 Penghasilan Tetap Petinggi 
5 1 1 02 Tunjangan Petinggi 
5 l l 90-99 Penerirnaan Lain Petinggi yang Sah 

5 l 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 
Desa 

5 l 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 
5 l 2 02 Tunjangan Perangkat Desa 
5 1 2 90-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah 
5 l 3 Jaminan Sosial Petinggi dan Perangkat Desa 
5 l 3 01 Jaminan Kesehatan Petlnggi 
5 l 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 
5 l 3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Petinggi 
5 l 3 04 Jarninan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 
5 1 4 Tuojangan BPD 
5 4 01 Tuojangan Kedudukan BPD 
5 4 02 Tunjangan Kinerja BPD 

(2) Belanja Barang dan Jasa 

4-1 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium 
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas/aoibur, Iistrik/telpon, cill); 

5) Penyediaan Tunjangan BPD; 
61 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan 

rninum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, 
perjalanan d tnas, listrik/ telpon, dll); dan 

7) Penyediaan lnsentif/Operasional RT/RW. 
Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 

2019 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub bidang 
dan bidang yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja 
barang Jasa, Belanja Modal dan belanja tak terduga dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
(1) Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai terdiri dari Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Petinggi, Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Perangkat Desa, Jaminan Sosial Petinggi dan Perangkai 
Desa dan Tunjangan BPD dengan uraian sebagai berikut: 
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Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah 
Tangga/Peralatan danBahan Kebersihan 
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lsi Ulang 
Tabung Pemadarn Kebakaran 
Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - 
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi 
(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 
Belanja Bahan/Material 
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spand.uk 
Be.lanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut 
Belanja Obat-obatan 
Belanja Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan 
Hewan 
Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 
Belanja Jasa Honorarium 
Belanja Jasa Honorarium Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Togas 
Umum Desa/Operator 
Belanja Jasa Honorarium/lnsentif Pelayanan 
Desa 
Belanja Jasa Honorarium Ahli / Profesi / 
Konsultan / Narasumber 
Belanja Jasa Honorarium Petugas 
Belanja Jasa Honorarium Lainnya 
Belanja Perjalanan Dinas 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 
Belanja Kursus/Pelatihan 
Belanja Jasa Sewa 
Belanja Jasa Sewa Bangunan / Gedung / 
Ruang 
Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan 
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 
Belaoja Jasa Sewa Lainnya 
Belanja Operasional Perkanroran 
Belanja Jasa Langganan Listrik 
Belanja Jasa Langganan Air Bersih 
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat 
Kabar 
Belanja Jasa Langgaoan Telepon 
Belanja Jasa Langganan Internet 
Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro 
Belanja Jasa Perpanjangan Jjin/Pajak 
Be.lanja Operasiona1 Perkantoran Lainnya 
Belanja Perneliharaan 
Belanja Perneliharaan Mesin dan Peralatan 
Berat 

5 2 5 04 
5 2 5 05 
5 2 5 06 
5 2 5 07 
5 2 5 90-99 
5 2 6 
5 2 6 01 

5 2 4 02 
5 2 4 03 
5 2 4 90-99 
5 2 5 
5 2 5 01 
5 2 5 02 
5 2 5 03 

5 2 2 05 
5 2 2 90-99 
5 2 3 
5 2 3 01 
5 2 3 02 
5 2 3 03 
5 2 4 
5 2 4 01 

5 2 2 04 

5 2 2 03 

5 2 2 02 

5 2 1 12 
5 2 1 90-99 
5 2 2 
5 2 2 01 

5 2 1 03 

5 2 1 04 

5 2 1 05 

5 2 1 06 

5 2 1 07 
5 2 l 08 
5 2 l 09 - ') 1 10 0 - 
5 2 1 l 1 



5 3 1 05 
5 3 1 90-99 
5 3 2 

5 3 l 04 

5 3 1 03 

(3) Belanja Modal 

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran 
pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua 
be1as) bulan dan rnenambah aset desa. Belanja Modal 
terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tarrah, Belanja Modal 
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat, Belanja Modal Kendaraan, 
Belanja Modal Oedung, Bangunan dan Taman, Belanja 
Modal Jalan/Prasarana Jalan, Belanja Modal Jernbatan, 
Belanja Modal lrigasi/Ernbung/ Air Sungai/Drainase/ Air 
Limbah/Persampahan, Belanja Modal Jaringan/lnstalasi, 
dan Belanja Modal lainnya dengan uraian sebagai berikut: 
5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 
5 3 1 Qt Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 
5 3 l 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim 

Tan ah 
Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan 
Sertifikat Tanah 
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan 
Tan ah 
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat 
Berat 

5 2 7 05 

5 2 7 04 

5 2 7 03 

5 2 7 02 

5 2 7 OJ 

5 2 6 90-99 
5 2 7 

5 2 6 08 

5 2 6 02 
5 2 6 03 
5 2 6 04 
5 2 6 05 
5 2 6 06 
5 2 6 07 

Be1anja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
Belanja Perneliharaan Peralatan 
Belanja Pemeliharaan Bangunan 
Belanja Peme-liharaan Jalan 
Belanja Pemeliharaan Jembatan 
Belanja Pemeliharaan Jrigasi/Saluran 
Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air 
Limbah, Persampahan, dll) 
Belanja Perneliharaan Jaringan dan lnstalasl 
(Listrik, Telepon, Internet, Kornunikasi, dlJ) 
Be1anja Perneliharaan Lainnya 
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan 
kepada Masyarakat 
Belanja Bahan Perlengkapan yang 
Diserahkan ke masyarakat 
Belanja Bantuan Mesin/ Kendaraaan 
bermotor / Peralatan yang diserahkan ke 
masyarakat 
Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan 
ke masyarakat 
Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyerakat 
Miskin 
Be1anja Bantuan Bibir Tanarnan / Hewan / 
Ikan 

S 2 7 90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan 
kepada Masyarakat Lainnya 



Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan l<egiatan 
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat 
Studio 
Belanja Modal Peralatan Komputer 
Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan 
Aksesori Ruangan 
Belanja Modal Peralatan Dapur 
Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 
Belanja Modal Peralatan Rarnbu- 
rarn bu/ Patek Tanah 
Belanja Modal Peralatan khusus Keseharan 
Belanja Modal Peralatan khusus 
Pertanian / Perikanan /Peternakan 
Belanja Modal Mesin 
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat 
Berat Lainnya 
Belanja Modal Kendaraan 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Kendaraan Darat Berrnotor 
Belanja Modal Angkutan Darat Tidak 
Berrnotor 
Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 
Beianja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 
Belanja Modal Kendaraan Lainnya 
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan 
Taman 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja ModaLBahan Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Bahan Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal Jembacan 
Belanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Bahan Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal Irlgasi/Embung/Air Sungai / 
Drainase / Air Limbab / Persarnpahan · 
Belanja Modal "Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
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5 3 2 04 

5 3 2 02 

5 3 2 01 



(4) Belanja Tak Terduga 
Belanja Tak Terduga hanya terdiri dari Belanja Tak 

Terduga yang digunakan khusus untuk belanja pada 
kegiatan Penanggunalangan Bencana, eadaan Darurat dan 
Mendesak Desa dengan uraian sebagai berikut: 
5 4 Belanja Tak Terduga 
5 4 1 Belanja Tak Terduga 
5 4 1 01 Belanja Tak Terduga 

C. Pernbiayaan Desa 

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara 
rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa 
dari sisi pembiayaan, yang meliputi: 
(l) Penerimaan pernbiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan 

kembali dana cadangan; dan 
(2) Pengeluaran pembiayaan, terdlri dari penyertaan modal dan 

penganggaran dana cadangan. 
Pernbiayaan Desa terdlri dari Penerimaan Pernbiayaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan dengan uraian sebagai berikut: 
6 l Penerimaan Pembiayaan 
6 l l SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 l l 01 SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
6 l 2 01 Pencairan Dana Cadangan 
6 l 3 Hasll Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 
6 I 3 OJ Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 
6 J 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 
6 2 l Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 I O I Pernbentukan Dana Cadangan 
6 2 2 Penyertaan Modal Desa 

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Bahan Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal Jaringan/lnstalasi 
Bclanja Modal Honor Tim yang 
Melaksanakan Kegiatan 
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
Belanja Modal Saban Baku 
Belanja Modal Sewa Peralatan 
Belanja Modal lainnya 
Belanja Modal khusus Pendidikan dan 
Perpustakaan 
Belanja Modal khusus Olahraga 
Belanja Modal khusus 
Kesenian / Ke budayaan / keagamaan 
Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman 
Belanja Modal Hewan 
Belanja Modal Lainnya 
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6 2 2 01 Penyertaan Modal. Desa 
6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 
6 2 9 90-99 Pengeluaran Pembiayaan Iainnya 

Pembiayaan Desa rnerupakan semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya yang terdiri atas kelornpok penerimaan 
pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun sebelurrmya; 
pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan Desa yang 
dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA paling sedikit 
rneliputi pelarnpauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, 
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai 
atau lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk 
menganggarkan keburuhan dana cadangan yang selanjutnya 
dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Hasil 
penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan 
pembiayaan basil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana 
cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan 
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat sekaligus dibebankan dalam I (satu) tahun anggar.an. 
Pernbentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraruran Desa 
yang paling sediklt memuat: penetapan tujuan pembentukan dana 
cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 
cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran 
pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat 
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari 
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraruran perundang-undangan. Penganggaran dana 
cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Petinggi. 

Program dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana 
Cadangan rneliputi: pengisian/penjaringan/penyaringan Petinggi dan 
Sadan Perrnusyawaratan Desa, pemberian penghargaan puma tugas 
Petlnggi dan perangkat Desa, dau/atau kegiatan lain sesuai dengan 
kebutuban Desa. Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan 
melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah. 
Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pernerinrah Desa dengan 
spesimen tanda tangan Petinggi dan Kaur Keuangan. Nomor rekening 
Dana Cadangan Desa dilaporkan Petinggi kepada Bupati lewat 
Camat. 

Penyertaan Modal antara lain digunakan unruk 
menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan 
dalam BUM Desa untuk meni.ngkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal rnerupakan 
kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran 
pembiayaan dalarn APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah 
kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada 
BUM Desa rnelalui proses analisis kelayakan sesuai ketenruan 



3. Cara mengisi format APB Desa 

Cara mengisi format APB Desa Tahun 2019 pada dasarnya 
mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraruran Bupati 
Jepara tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mana secara umum 
adalah sebagai berikut: 
a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, 

yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek 
pendapatan Desa selanjucnya dituangkan dalam penjabaran APB 
Desa. 

b. Rencana belanja terbagi atas klasitikasi bidang dan klasifikasi 
ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. 
Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, 
dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja 
dituangkan dalam -penjabaran APB Desa 

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi: 

a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang 
mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau 
struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis 
Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa; 

b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa 
yang memuat paling sediklt: 

l. jumlah modal yang disertakan; 
2. mekanisme pengembalianmodal; 
3. alokasi keunrungan untuk desa setiap periode pengelolaan; 
4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara 

kelembagaan; dan 
5. jangka waktu penyertaan modal. 

Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM 
Desa dengan mempertimbangkan: 

a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa; 
b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan 

memperhatikan: 
1. Aspek Sumber Daya Manusia; 
2. Aspek Ekonornl; dan 
3. Aspek Sarana dan Prasarana. 

peraturan perundang-undangan. Modal BUMDesa secara mayoritas 
cllmiliki oleh Desa. Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa 
diarur dengan memperhatikan ketentuan indlkator penyertaan modal 
yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan 
modal. lndikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi : 

a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk 
penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau 

b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan 
untuk penyertaan Modal pada BUM Desa. 



Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria 
keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu 
kejadlan yang terjacli di Illar kemampuan manusia dan tidak dapat 
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, 
pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang barns dinyatakan oteh 
pejabat yang berwenang, Kejadian lainnya aclalab karena terjadinya 
peristiwa khusus, seperti bencana alarn, krisis polirik, krisis ekonomi, 
clan/atau kerusuhan sosiaJ yang berkepanjangan, dan/atau terdapat 
perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, danj'atau Pernerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa 

E. Hal-hal Kbusus Lainnya 

Hal-hal Kbusus Lai.nnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus 
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 
di Kabupaten Jepara, yakni sebagai berikut: 
l. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan 

melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan 
dari wilayah setempat, dila.ksanakan secara gotong royong dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, 
dan pemberdayaan masyarakat setempat 

2. Pernerintah Desa dapar melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan 

tahun berjalan yang akan digunakan daJam tahun berkenaan; 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 
dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

Sisa pengl1etruu.a11 bel1lllja sebagalmana cllma.ksud pada angka 2 
huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah 
selesai dilaksanakan dan dlbayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum 
Perubahan APB Desa. Dalam hal angga.ran sisa penghematan belanja 
akan dlgunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka 
perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan 
APB Desa. 

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifar khusus disampaikan 
kepada Desa seteiah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 
ditetapkan, Petinggi dapat melakukan Perubaban APB besa yang 
ditetapkan dengan Peraturan Petinggi dan diberitahukan kepada BPD. 

c. Rencana pembiayaan memuar kelompok penerimaan pembiayaan 
yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan 
pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan 
surplus APB Desa yang masing-masing diuraikaa menurur kelompok, 
jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek 
pembiayaan dituangkan clalam penjaba.ran. APB Desa. 



3. Kebijakan Kabupaten Jepara terkait Pembiayaaa Kegiatan Pemilihan 
Petinggi Serentak Gelombang Ill Tahun 2019 melalui APB Desa Tahun 
anggaran 2019 yaltu: 
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Bupati 

Jepara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Anggaran Penye1enggaraao 
Pemilihan Petinggi clisebutkan bahwa biaya pemllihan Petinggi 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat 
clibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, cliatur hal 
hal sebagai berikut : 

1) Anggaran biaya Pernil!ban Petinggi Serentak Gelombang ill 
Tahun 2019 yang bersumber darl APBD Kabupaten -Jepara 
digunakan an tara lain un tuk : 
a) Pengadaan Surat Suara; 
b) Kotak suara; 
c) Honorarium Panitia Pemilihan; 
d) Biaya pelantikan 
e) Honorarium Pengamanan (Linmas, Polsek dan Koramil): 
n Sewa Sound Sistem; 
gJ Perlengkapan TPS; 
b) Makan rninurn rakor tingkat kecamatan; 
i) Honorarium Panitia Pemiliban tingkat Kecamatan. 

2) Selain biaya dari APBD Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa 
dapar menganggarkan melalui APBDesa Tabun 2019 antara lain 
untuk: 
I) Rapat pembenrukan panitia pemilihan; 

sebagaimana dimaksud disepaka.ti bersam.a dalam Musyawarah Cesa 
serta ditetapkan dengan Kepurusan Petinggi yang dilaporkan kepada 
Camat atas nama Bupati. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan 
peratu.ran Desa mengenai pe:rubahao APB Desa dan tetap rnempedomani 
RKP Desa. 

Pemerintab Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan 
Petinggi tentang perubahan penjabaran APB De-sa sebelum Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. 

Peraturan Petinggi tentang perubahan penjaba:ran APB Desa dapat 
dilakukan apabila terjadi: 
a. penambahao dan/atau penguraogan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan; 
b. keadaaa yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belurn dilaksanakan ta.bun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 
berjalan. 

Petinggi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan 
Peraruran Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Desa dan 
selanjumya disampaikan kepada Bupati rnelalui surat pernberitahuan 
mengenai Peraturan Petinggi ten tang perubahan penjabaran APB Desa. 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB 
Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan 
Desa mengenai perubahan APB Desa. 



e. Dalam ha! sumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah, dan/ atau Pendapatan Lain-Lain tahun 2019 
tidak rnencukupi atau tidak memungkinkan, maka biaya Pemilihan 
Perlnggi Serentak Gelombang rrr Tabun 2019 dapat menggunakan 
SiLPA Tabun 2018 yang bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, 
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan 
Keuangan Provinsi. Banruan Keuangan Kabupaten, Pendaparan Lain- 

m) Sosiahsasi dan pengumuman; 
n) Penyusunan DPS, DPT dan biaya Petugas Pendataan dan 

Pemutakbiran Data Pemilih (maksimal 3 (tiga) orang): 
o) Rapat penetapan calon; 
p) Rapat undlan nomor urut calon; 
q) Penyediaan peralatan dan kelengkapan (yang belum 

dianggarkan APBD Kabupaten); 
r) Pembuatan TPS (yang belum dianggarkan APBD 

Kabupaten); 
s) Biaya sidang anggota BPD; 
t) Biaya seleksi tertulis (apabila calon lebih dari 5 (Lima) 

orang): 
u] BiayaPetugas T.PS; 
v) Biaya konsumsi pada hari pelaksanaan; 
w) Biaya kegiatan lainnya yang diperlukan. 

b. Berdasarkan kebijakan tersebut maka Desa yang akan 
menyelenggarakan Pemillhan Petinggi Serentak Gelombang ill Tahun 
2019 agarmenganggarkan biaya dad APB Desa tahun anggaran 2019 
untuk rnemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
melalui Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilpet dan 
Pernilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan 
Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD yang masuk 
dalam Sub Bidang Tata Praja Pernerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Peme:rintahan Desa 
sesuai dengan Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019. 

c. Dalam hal Desa yang melaksanakan Pemilihan Petinggi Serentak 
Gelombang m Tahun 2019 belum me:masukan Kegiatan Dukungan 
Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilpet dan Pemillhan BPD (yang 
menjadi kewenangan Desa) atau kegiatan 
Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Petinggi dan BPD yang masuk 
da)am Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
dalam Dokumen RPJM Desa dan/atau RKP Desa Tahun 2019, maka 
Pemerintah Desa agar melakukan Perubahan RPJM Desa dan/atau 
RKP Desa Tahun 2019 karena adanya perubahan yang mendasar 
dari Pernerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
Kabupaten. 

d. Sumber anggaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang dapat 
digunakan untuk membiayai Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang 
m Tahun 2019 adalah bersumber dari PADesa, Alokasi Dana Desa, 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain- 
1..ain. 



Lain dan/atau mengguna.kan Pencairan Dana Cadangan (bagi Desa 
yang telah mengalokasikan Dana Cadangan untuk biaya Pemilihan 
Petinggi). 

4. dihapus 
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a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud 
darl pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara te:rbuka 
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakar Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2019 tennuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2019 yang disusun sesuai dengan kebutuban 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip 
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 
adil, makmur, dan sejabtera; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengab; 

2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126. Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 201<1 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang Pemeriotahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintabao Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tarnbahan Le:mbaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Ates Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tabun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembarao Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noroor l 11 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 20 Tabun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transrnigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraturan Daerah Kabupalen Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerab 
(Lembaran Daerah Kahupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor IO Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangao Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tarnbahan. Lembaran Daerah Ka bu paten Jepara Nomor l OJ ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatao Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

- -M - 



14 Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
rentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tabun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 ten tang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggl dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Ka bu paten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Pe:nghasilan Tetap, Tunjangan, dan 
Penerima.an Lain Yang Sah Bagi Petinggi clan Perangkat Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

l6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Serita 
Daerab Kabupalen Jepara Tahun 2015 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Belita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahon 2015 Nomor 30); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerab dan 
Retribusl Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tent.ang Pengelolaan Dana 
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Reuibusi Daerah 
Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Betita Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7]; 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 te:ntang 
Pedoman Pengelola.an Keuangan Desa (Serita Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tabun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2018 Nomor 58); 

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Pctunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
Tabun Anggaran 2019 (Serita Daerab Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor ... ); 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa di KabupatenJepara Tahun Anggaran 
2019 (Betita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 
... ) ; 

23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tabun Nomor J; 

24. Peraturan Desa Nomor Tabun tentang Ren can a Kerja 
Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tabun ... 
Nomor ... ); 



Pasal 5 
(l) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menggunakan 

anggaran jenis belanja tidak terduga. 
(3) Pemerintah Desa dapat melakukao kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggaranoya, yang 
selanjutnya diusulkan daJam rancangan peraturan Desa tentang perubahan 
APBDesa 

Pasal 4 
Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

a. APBDesa; 
b. daftar penyerta.an modal; 
c. daftar dana cadangan; dan 
d. Daftar kegiatan yang belurn dilaksanakan di tabun anggaran sebelumnya. 

PasaJ 3 
Lampiran sebagaimana diroaksud dalam PasaJ 2 memuat: 

PasaJ 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan den Belanja Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Peraruran Desa ini : 

Rp . 
Ro . 
Rp ......•....•............................. 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiyaan (a-bl 

Ro ..•....... 
Rp . 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian 
sebagai berikut: 

PERA'l'URAJII DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA ...• TAHUN ANOGARAN 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PETINOOI ... 

Dengan Kesepakatan Bersama 

SADAN PERMUSYAWARATANDESA ... 

dan 

Rp . l . Pendapatan Desa 
2. Be-Janja Desa 

Surplus/Defisit 



LEMBARAN DESA TAHUN 2018 NOMOR . 

Noreg Peraturan Desa ..• Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama desa)/(tahun) 

...... (nama tanpa gelar) 

CARIK ..• 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 

PETINGGJ . 

Di tetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ..•. 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tabun 

berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek 

belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Petinggi dapat mendahului 
perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi 
ten tang Penjabaran APB Desa dan memberitabukannya kepada BPD; 

Pasal 6 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari ak:tivitas pemerintah Desa dan tidak 

dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjacli secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau 
pen:nasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 
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(Nama Tanpa gelar) 



TTD 
( ) 

PETINGGI ....•...................... 

KODE: 
URA1AN ANGGARAN SlJMBER 

REKENlNG {Rp.) DANA 
l 2 3 4 5 

a b c ' b 

LAMPIRAN PERATIJRAN DESA 
NOMOR ..... TAHUN 2018 
TENTANO ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2019 

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA 
PEMERINTAH DESA ... 

TAHUN ANGOARAN 2019 
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............ , . 



a. bahwa sebagai pelaksanaan ketenruan Pasal 4 Peraturan 
Desa Nomor ....... Tahua 20 I 8 ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belaaja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu 
menyusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Petinggi tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

I. Ondang-Uodang Nomor 13 Tahun 1.950 tenrang Pembentukan 
Daeran-daerah Kabupateo Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tenga.h; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tencang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dao Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 200'1 Nomor 
1261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tencang Desa 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7. 
Tambahan Le:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab tera.khir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintaban Daerah (Le:mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 

PETINGG! , 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TA.HUN ANGGARAN 2019 

PERATURAN PET!NGGI . 
NOMOR ... TAHUN 2018 

TENTANG 

PET!NGGl ... 
KABUPATEN JEPARA 

Mengingat 

Menimbang 

G Format Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa 



6. Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lemba.ran Negara Republik Indonesra Tahun 
2005 Norn.or 137, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik 
lndonesia Nomor '1-575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 
tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembara.n Negara Republik 
lndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubab dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 rentang 
Peru bah.an Atas Peraturan Pemedntah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tabun 2015 Nomor 157, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 
Nomo-r 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubab tera.khir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2016 tenta:ng 
Perubaban Kedua Ata.s Peraturan Pemerinta.b Nomor 60 
Tabun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapata.n dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 l Tabun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peratura.n DI Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasl Nomor 19 Tab un 20 l 7 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keua.ngan Daerah 
(Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) 
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tabun 2013 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor IO Tahun 
2006 rentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Ka.bupaten Jepa.ra .Nomor 10) ; 

13. Peraturan Daera.h Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Surnber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepa.ra Tahun Anggara.n 2019 (Lembaran Daerah Ka.bupaten 
Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tencang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan. Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah 



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri 
dari: 

PERATURAN PETINOOl TENTANG PENJABARAN ANOGARAN 
PENDAPA.TAN DAN BELANJA DESA ••.• TAHUN ANGOARAN 2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Pasal l 

d1ubab dengan Pera.turan Bupan Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Perubahan Ar.as Peraruran Bupati Jepara Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Penghasilao Tetap, Tunjangan. dan 
Penerimaan Lain Yang Sah .Bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
[Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21 J: 

16. Peratu:ran Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Pedornan Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah Desa (Betita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tenrang 
Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerab dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara (Betita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
7) sebagairnana telah. diubah dengan Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 7 Tahuo 2017 tentang Perubahan Ar.as Peraturan 
Bupaci Jepara. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Reb:ibusi Daerah 
Kabuparen Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7); 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Belita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupatl Jepara Nomor 57 Tabu:n 2018 tent.aog 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berlta Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 20]8 Nomor 58); 

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tabun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2019 (Berlta Daerah Kabupaten Jepara 
Tabun 2018 Nomor ... ); 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tabun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2019 (Serita Daerah Kabupa.ten Jepara Tahun 2018 Nomor 
... ) ; 

23. Peraturan Desa .. . Nomor ... Tahuo .. . tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tahun Nomor ); 

24. Peraruran Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja 
Pemerintab Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... 
Nomor ... ); 

25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendaparan dan Belanja Desa 



... . .. . ... ... .... (Nama Tanpa qelar} 

PETINOGI . 

BER!TA DESA TAHVN 2018 NOMOR . 

. .. . . . (nama tanpa gelar) 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 

CARil( ... 

Ditetapkan di .. 
pad a tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Desa ini dengan penempatannya dalam Betita Desa .... 

Peraturao Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan 
dalarn Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaa.n 
Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana 
kegiatan anggaran. 

Pasal 3 

Uraian lebib lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan 
bagian tak terplsahkan dari Peraturan Petinggi Ini, 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

~-· •..•••••.•.......................... 
Rp ........•..••.•..•.....•............... 
Rp . 
Rp . 
Rp .....................•..•....•......... 

l. Pendapatan Desa 
a. Pendapatan AsU Desa 
b. Transfer 
c. Lain -lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja Desa 

c. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
d. Bidang Pembangunan 
e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
I, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
g. Bidang Penanggulangan Bencana, 

Darurat, dan Mendesak Desa 
.Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan Desa 
a Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a - b) 

Pasal 2 



TID 
( ) 

PET!NGGI . 
••••••••••• J ••••••••••••••••••••••••••• 

KODE KELUARAN / ANO GARAN SUM-BER 
REKENING URAlAN OUTPUT 

(Rp.) DANA 
VOLlJME SATUAN 

I 2 3 4 5 6 7 
a b c a b c d 

LAMPlRAN PERATURAN PETINGGI 
NOMOR ..• TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERJNTAH DESA •.. 

TAHUN ANGGARAN 2019 
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a. bahwa sehubungan terjacli perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam buruf a dan buruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Noroor 13 Tahun l950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingku.ngan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
44381; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lerobaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noroor 5587) sebagaimana telah beberapa kall cliubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuo 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemedntahart Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

DENGAN RAHMAT TIJRAN YANG MARA ESA 

PETINGGJ ........•. , 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

TENT ANO 

PERA TURAN DESA . 
NOMOR ... TAHUN 2018 

PETINOGI ... 
KABUPATEN JEPARA 

Mengingat 

Menimbang 

I. Format. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Penm.bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 
2014 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik 
l.ndonesia Nomor 5539) sebagaimana tel.ah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah bebe.rapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 l I Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Pe:raturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahu:n 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tabun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor tO Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabu.paten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor IO Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 201.3 Nomor 11, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten -Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuparen 
Jepara Tahun Anggaran 2019 [Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tabun 2018 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana relab 



PETINGGI ..• 

dan 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADANPE;RMUSYAWARATAN DESA ... 

diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraruran Bupati Jepa.ra Nomor 
10 Tabun 2015 Lentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa 
[Berita Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2015 Nomor 21); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Pedornan Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berit.a 
Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2015 Nomor 29); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita 
Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupacen -Jepara Tahun 2017 Nomor 7); 

19. Peraruran Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggarao Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerab 
Kabupaten Jepa.ra Tahun 2018 Nomor 58); 

21. Peraturan Bupatl Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Perunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupacen Jepara 
Tabun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tabun 2018 Nomor ... ); 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tenta.ng 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa dJ Kabupaten Jepara Tabun Anggaran 
2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 
... ) ; 

23. Peraturan Desa .. . Nomor ... Tahun . .. ten tang Rencana 
Pembangunan -Jangka Menengah Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tahun Nomor J; 

24. Peraturan Desa Nomor Tabun tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahu.n ... 
Nomor ... ); 

25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tabun Anggaran 2019 
[Lernbaran Desa ... Tahun ... Nomor ... ); 

-59- 



Petinggi menerapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan ope.rasional pelaksanaan 
Perubahan APBDesa.. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum dalam Larnpiran yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini : 

Rp . 
Ro . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Ro . 
Rp . 
Ro . 

Pasal 2 

l . Pendapatan Desa 
a Semula 
b. Bertambah/(beckurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubaban 

2. Belanja Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurangJ 
Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerirnaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambab/(berkurang) 
J urnlah penerimaan setelah 
perubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a Semula Rp .. 
b. Bertambah/(berkurang) Ro......... . . 
Jumlah pengeluaran setelah Rp . 
perubahan 

Se.llsih Pembiyaan setelah perubahan (a- b ) Rp . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlab 
Rp .... ( ... [, bertambah/berkurang sejumlah Rp .... ( ... ) sehingga menjadi Rp .... ( ... ) 
dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal t 

PERATURAN DESA TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN 2019 

Rp . 
Ro - . 
Rp . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

- 60 - 



L,E;MBARAN DESA ... TAHUN 2018 NOMOR ..•..•... 
Noreg Peraturan Desa. ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noregj/(nama desa)/(tahun) 

.. . .. . (nama tanpa gelar) 

CARJK ... 

Diundangkan dl ... 
pad a tanggal .... 

PE11NGGJ ............•..... 

Ditetapkan di . 
pada taoggal . 

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa inl dengan penempatannya dalam Lernbaran Desa .... 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

• 61 - 

(Nama Tanpa qelar] 
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bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 
Nornor Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun 
Peraruran Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 rentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerlorah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
J 26, Tarribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republfk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. 
Tambahan L.embaran Negara Republfk lndonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuo 2015 tentang 
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuo 
2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Pe:rimbangan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lem.baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

PETINGGI , 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN PETlNOOI . 
NOMOR ... TAHUN 2019 

TENT ANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

PETlNGOl ... 
KABUPATEN JEPARA 

J_ Format Ranc:angan Peraruran Petmggi tentang Penjabaran Perubaban APB 
Desa 



7 Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lem.baran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dinbah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 tentang 
Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambaban Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tabun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemba:ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5864); 

9. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa [Berita Negara 
Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam .Negeri Nomor 20 Tahun. 2018 
tentang Pengelolaan Keuangao Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

1.1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
clan 1'ransmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Prioritss Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 [Berita Negara 
Republiklndonesia Tabun 2017 Nomor 1359); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerab 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
At.as Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah KabupatenJepara Nomor 10) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

14. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nornor 10 Tahun 20 J 5 tentang 
Penghas!lan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sab Bagi Petinggi dan Perangkat Desa [Berita Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepa:ra Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupa:ti Jepara Nornor 
10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 

., 



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah 
Rp .... ( ... ) bertambah/berkurang.9ejumlah Rp .... ( ... ) sehingga menjadi Rp .... ( ... ] 
dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN PETlNGOI TENTANO PENJABARAN ANOOARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .... TAHUN ANOOARAN 2019 

MEMUTUSKAN : 

Penenmaan Lam Yang Sah Bagi Pennggi dan Perangkar Desa 
(Betita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21); 

16. Peraturan Bupari Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29); 

17. Peraruran Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Peogelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kabupateo Kepada Desa Di Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
7) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7); 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Belita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53): 

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Aoggaran 2019 (Serita Daerab 
Kabupat.en Jepara Tahun 2018 Nomor 58); 

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
Tahun Aoggaran_2019 (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor ... ); 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2018 rentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2019 (Serita Daerah Kabuparen Jepara Tahun 2018 Nomor 
... J; 

23. Peraruran Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tahun Nomor ); 

24. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja 
Pernerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa ... Tahun ... 
Nomor ... ); 

25. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Desa ... Tabun 2019 Nomor ... L 

Menetapkan 

... 



I 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp .. 
Rp . 

.Rp .. 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp .. 
Rp .. 

Rp . 
Ro . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Ro . 
Rp . 

Rp -- . -·. -- . --··-···········--·· 
Rp . 

Rp . 
Rp .. 

Rp .. 

Rp . 
Ro . 

Rp . 
Ro .. 
Rp .. 

3. Pernbiayaan Desa 
3. 1 Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Ben:ambah/(ber..ku.rang) 
Jumlah setelah perubahan 

Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelab perubaban 

2. Belanja Desa 
2.1 Penyelenggaraan Pernerintah Desa 

a. SemuJa 
b. Bertambah/(beckurang) 

Jumlab setelah perubahan 
2.2 Bidang Pembangunan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.3 Bidang Pembinaan Kema.syarakatan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, 
Darurat, clan Mendesak Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/Iberkurang] 
Jumlah setelah perubahan 

1 Pendapatan Desa 
I. I Pendapatan Asli Desa 

a. SemuJa 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah PADesa setelah perubahan 

1.2 Transfer 
a. Semula 
b. Bertambab/(berkurang) 
Jumlah pendapatan transfer setelah 
perubahan 

1.3 Lain -lain Pendapatan yang sab 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan 

-Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
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BERITA DESA •.. TAHUN 2019 NOMOR .•....... 

. . . . .. (nama tanpa gelar) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . (Nam.a Tanpa gelar) 
Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 

CARIK ... 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

PET! NGGJ •.....•........... 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Desa ini dengan penempatannya da)am Serita Desa .... 

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Peojabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan Lebih Lanjut dalarn Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi 
pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 tercarrturn dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini, 
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Rp . 
Rp............ .. . .. . .. .. . . . . 
Rp . 
Rp . 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubaban 

Sellsih Pembiayaan setelah perubahan (a- bl 
Pasal2 
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